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BAB 4  

BELAJAR DARI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

4.1 Lembaga KPK Sebagai Perbandingan 

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu contoh lembaga yang 

memiliki posisi kelembagaan dan kewenangan yang mampu melakukan penegakan hukum 

pada setiap rezim yang sedang berkuasa. Secara sistem ketatanegaraan KPK berada pada posisi 

lembaga negara independen sebagaimana yang dimaksud oleh Ackerman. Hal tersebut dapat 

kita lihat dari UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: 90 

Pertama, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan 

yang ada. Dalam hal ini KPK bukan merupakan cabang dari lembaga eksekutif (Kepolisian 

atau pun Kejaksaan Agung), legislatif dan yudikatif. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 yang 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" 

adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi 

secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan 

perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. 91 

Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political appointee, atau tidak 

melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain 

dalam kerangka fungsi Checks and balances. Dalam hal ini pemilihan komisioner KPK tidak 

melalui monopoli satu cabang kekuasaan saja, tapi melibatkan lembaga negara lain yaitu 

Pimpinan 

                                                             
90 Indikator ini merupakan pendapat dari Zainal Arifin Mochtar sebagaimana telah diterapkan penulis sebelumnya 
untuk melihat posisi Komnas HAM secara kelembagaan.  
91 Bagian penjelasan dari bunyi Pasal 3 yang tercantum dalam UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.  
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Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia

Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi Keanggotaan 

panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur 

masyarakat  

Ketiga, proses pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan pada mekanisme yang 

ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Dalam hal ini komisioner KPK tidak dapat 

diberhentikan oleh siapapun termasuk presiden dan DPR. Komisioner KPK hanya dapat 

a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. menjadi terdakwa 

karena melakukan tindak pidana kejahatan; d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus 

selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; e. mengundurkan diri; 

atau f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini

ayat (1).   

Keempat, laporan pertanggungjawaban kelembagaan harus kepada masyarakat selaku 

pemegang kedulatan rakyat atas negara, ataupun secara tidak langsung melalui parlemen. 

Dalam hal berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab 

kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan 

berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

dan Badan Pemeriksa Keuangan  Kelima, kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial 

dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 21 menyatakan bahwa pimpinan KPK berjumlah 5 orang anggota. 1 orang pimpinan 

merangkap anggota, dan 4 wakil pimpinan merangkap anggota. Kemudian bentuk 

kepemimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial.   
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Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa 

keberadaannya negara mustahil berjalan. Negara Indonesia berdiri sejak tahun 1945, dan KPK 

lahir pada tahun 2002. Artinya eksistensi Negara Indonesia telah berjalan tanpa KPK selama 

57 tahun. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga KPK bukan merupakan lembaga 

negara utama. Ketujuh, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang berlaku 

secara umum. Bahwa KPK telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 

7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara. Kemudian yang terakhir, memiliki basis legitimasi dari konstitusi 

maupun undang-undang. Eksistensi KPK diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan 8 karakter komisi lembaga independen yang dipersyaratkan oleh Zainal 

Arifin Mochtar dan berdasarkan analisis yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang berada di luar cabang 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Namun apakah posisi kelembagaan yang merdeka dari intervensi lembaga negara lain 

cukup memberikan jaminan bahwa proses penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik 

dan efektif bagi KPK? Kemudian apakah dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan itu KPK akan dapat memberantas kasus tindak pidana korupsi apabila harus 

melewati proses politik DPR dan pemerintah? Jika melihat kondisi politik saat ini, proses 

penegakan hukum sangat sulit berjalan dengan baik karena kencangnya perlawanan dari aparat 

negara kepada KPK. 

Perlawanan terhadap  KPK telah terjadi berulangkali, misalnya adalah seperti revisi UU 

KPK, Cicak vs Buaya Jilid 1, 2 dan 3, teror peledakan bom molotov di rumah pimpinan KPK, 

penyiraman air keras kepada penyidik KPK, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagai bukti 
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nyata bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK mendapat perlawanan yang 

sangat keras dari pejabat-pejabat negara yang terlibat kasus korupsi, sehingga dengan demikian 

KPK harus memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan sebagimana 

diatur dalam Pasal 6 huruf c UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan 

tersebutlah yang membuat KPK mampu menyeret elit penguasa di negara ini hingga ke tahap 

persidangan di pengadilan dan mampu membuktikan perbuatan tindak pidana. Berikut adalah 

data Statistik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan sebagai berikut:92  

Gambar 4.1 Kasus Tindak Pidana Korupsi 

 

Berdasarkan data tersebut lembaga yang paling dominan adalah DPR RI. lantas bagaimana 

jika proses penegakan hukum tindak pidana korupsi harus melalui proses politik di DPR? 

Sehingga dengan demikian, desain pembentukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang 

berlawanan arus dengan aparat negara yang melakukan tindak pidana sudah tepat, dan sesuai 

                                                             
92 kpk.go.id, 16 Agustus 2018, diakses 17 April 2019, 
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan. 
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dengan latar belakang hadirnya lembaga negara independen sebagaimana dalam pandangan 

Ackerman yang membantah teori trias politica Baron de Montesquieu. 

Namun dengan kewenangan yang begitu besar, apakah KPK cukup mampu mengungkap 

semua kasus korupsi yang terjadi di negara ini? pada kenyataannya tidak. KPK tidak mampu 

mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi di ranah institusi militer karena pihak TNI 

secara terang-terangan mengatakan tidak berkenan untuk diperiksa oleh KPK. KPK dan TNI 

memiliki batas wilayah pemeriksaan tersendiri, objek pemeriksaan KPK adalah ranah sipil 

bukan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Jenderal Moeldoko saat masih menjabat sebagai 

Panglima TNI.93 Institusi TNI hingga sekarang sangat tertutup dan memiliki mekanisme 

hukum tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan aparatnya yaitu 

melalui Peradilan Militer.  

Konflik antar lembaga sudah pernah terjadi pada Institusi Polri dengan KPK yang dikenal 

dengan Cicak vs Buaya jilid I, II, hingga jilid III. Jilid I terjadi pada kasus korupsi yang 

menyeret nama Komisaris Jenderal Susno Duadji yang diduga menerima gratifikasi dari 

nasabah Bank Century pada tahun 2008. Kemudian perlawanan yang dilakukan oleh Polri 

adalah menetapkan dan menahan dua Komisioner KPK Chandra M Hamzah dan Bibid Samad 

Rianto sebagai tersangka kasus suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Kemudian 

Cicak vs Buaya Jilid II kembali terjadi pada tahun 2012 dalam kasus korupsi proyek simulator 

ujian SIM yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo. 

Kemudian Polri melakukan perlawanan, salah satunya adalah sejumlah aparat kepolisian 

mengepung gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang menangani kasus 

simulator SIM tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Cicak vs Buaya jilid III terjadi pada 

tahun 2015, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus Rekening Gendut 

                                                             
93 
https://nasional.tempo.co/read/598773/tni-ogah-diperiksa-kpk/full&view=ok. 
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menjelang pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Kemudian Polri 

melakukan perlawanan dengan menetapkan status tersangka kepada dua komisioner KPK yaitu 

Abraham Samad atas tuduhan pemalsuan dokumen dan Bambang Widjojanto dengan kasus 

kesaksian palsu.94 

Kewenangan KPK yang begitu besar tidak memberikan jaminan bahwa ia mampu 

menyelesaikan kasus pada semua ranah seperti halnya yang dipertanyakan oleh Usman Hamid 

terkait penambahan kewenangan Komnas HAM.95 Dalam hal ini permasalahan sesungguhnya 

bukan pada kewenangan KPK, tetapi lebih pada ikhtikad dan keberanian pimpinan KPK dalam 

mengambil resiko yang akan terjadi. Kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK sebagaimana 

yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi contoh bahwa keberanian pimpinan lembaga sangat 

mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga penegakan hukum pada semua ranah 

termasuk institusi militer akan dapat dilakukan. Begitu juga dengan Komnas HAM dalam 

melakukan penegakan hukum apabila memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, 

Komnas HAM akan mampu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dan 

pelanggaran HAM berat HAM apabila pimpinan Komnas HAM memiliki keberanian seperti 

pimpinan KPK. 

 

 

 

                                                             
94 Daniel H.T, 
14 April 2019, https://www.kompasiana.com/danielht/54f36c227455137f2b6c7524/perbedaan-cicak-vs-buaya-
jilid-3-dengan-jilid-1-dan-2. 
95 Wawancara langsung dengan Usman Hamid selaku pegiat HAM di kantor Amnesty Internasional Indonesia 
pada tanggal 24 Juni 2019. 
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BAB 5  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penempatan Lembaga Komnas HAM sebagai lembaga negara independen sangat penting 

dilakukan supaya terbebas dari intervensi kepentingan politik lembaga negara lain. Penempatan 

dan penguatan independensi Komnas HAM telah berhasil dilakukan pada tahun 1999 dengan 

dimasukkannya Komnas HAM ke dalam UU HAM sesuai dengan Prinsip-prinsip paris 

sehingga tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara lain. Namun penguatan dan 

independensi tersebut tidak cukup untuk melakukan penegakan HAM secara efektif karena 

pelanggaran HAM pasca reformasi masih terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum yang 

efektif, sehingga perlu untuk melakukan penguatan Komnas HAM pada bagian kewenangan. 

Dugaan awal sebelum dilakukannya penelitian ini yaitu pemerintah dan DPR secara 

sengaja membentuk 

kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada Kejaksaan Agung demi melindungi 

kepentingan mereka dari jeratan pemidanaan pelanggaran HAM berat tidak sepenuhnya benar. 

Karena setelah dibuktikan berdasarkan risalah proses pembentukan UU HAM dan UU 

Pengadilan HAM, serta berdasarkan wawancara dengan Usman Hamid, terdapat dua hal: 

pertama, ada semangat yang tinggi dari Presiden Abdurrahman Wahid dan anggota DPR dalam 

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang telah dan  sedang terjadi pada saat itu, sehingga 

penempatan kewenangan penyidikan dan penuntutan dipercayakan kepada Kejaksaan Agung. 

Kedua, pembentukan UU HAM dan UU Pengadilan HAM tidak dilatarbelakangi oleh 

keinginan yang murni untuk menegakkan HAM dan mengadili pelaku pelanggar HAM berat, 

melainkan karena adanya tekanan yang tinggi dari masyarakat Indonesia dan masyarakat 

internasional melalui Dewan PBB, serta karena untuk melindungi para pejabat negara dari 

pengadilan pidana internasional. 
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UU HAM dan UU Pengadilan HAM membuka ruang terjadinya praktik impunitas, 

sehingga penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar HAM dan pelanggar HAM berat tidak 

dapat dilakukan. Terlebih lagi pemerintah dan DPR hingga saat ini tidak memiliki keinginan 

politik untuk melakukan penegakan hukum di bidang HAM, dan bahkan menempatkan para 

terduga pelaku pelanggar HAM berat dalam lingkaran kekuasaan pemerintah (menteri) dan 

DPR (ketua umum partai). 

Untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dan pelanggaran 

HAM berat serta memutus rantai impunitas, Komnas HAM sebagai lembaga negara 

independen harus ditempatkan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan 

penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Selain itu penting juga untuk menghapus proses 

politik DPR dan pemerintah dari dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran 

HAM berat masa lalu, dan memberikan kewenangan pembentukan pengadilan tersebut kepada 

Mahkamah Agung atas rekomendasi Komnas HAM demi efektivitas penegakan hukum yang 

bersih dari kepentingan politik. 

Dorongan dan persiapan untuk melakukan revisi terhadap UU HAM dan UU Pengadilan 

HAM merupakan suatu langkah yang baik untuk memperbaiki perlindungan terhadap HAM. 

Namun draft UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan Naskah Akademik UU Pengadilan HAM 

belum mampu menjawab persoalan hukum dan persoalan politik yang ada, karena masih 

memberikan ruang intervensi bagi pemerintah dalam penegakan hukum. Sehingga pemberian 

kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM adalah solusi 

yang tepat untuk melawan arus politik pada setiap rezim yang ada tanpa harus bergantung pada 

keinginan politik dari seorang presiden, karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat 

diimplementasikan secara baik dan efektif pada setiap rezim yang ada. 
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan ini adalah: 

- Menambahkan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam draft UU HAM yang 

telah disusun oleh Komnas HAM. 

- Menambahkan kewenangan penuntutan dalam Naskah Akademik revisi UU Pengadilan 

HAM yang telah selesi disusun oleh Kementrian Hukum dan HAM. 

- DPR dan pemerintah melakukan revisi UU HAM dan UU Pengadilan HAM dengan 

memberikan penambahan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Komnas 

HAM. 
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- Jenis Kelamin  : Laki-laki 
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- Alamat   : Desa Hajoran, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhan  

     Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia  
- Nomor Telp.  : 082122841631 
- e-mail   : yubihrp@gmail.com 

PENDIDIKAN:  

- SD (2002-2008) : Sekolah Dasar Negeri 112249 Hajoran 
- SMP (2008-2011) : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 SEI KANAN 
- SMA (2011-2014) : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 SEI KANAN  
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ORGANISASI YANG PERNAH DIIKUTI: 

- Ketua Umum Remaja Mesjid Dusun Hajoran Julu, 2014-2015. 
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- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 
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- Tim riset debat hukum Fadjadjaran Law Fair Bandung 2016. 
- Tim riset sekaligus delegasi Debat Hukum Online Jakarta 2016. 
- Delegasi dalam Simposium Hukum Nasional di Universitas Indonesia dengan tema 
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Masyarakat u  

-  Kembali Putusan Mahkamah Agung 

Mei 2017. 
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ggi Hukum Indonesia Jentera, November 2017. 
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- Memantau persidangan kasus korupsi e-ktp di Pengadilan Negeri Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta Pusat bersama  Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta, Mei 
2017. 

- Melakukan penelusuran rekam jejak calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta, Oktober 2017. 

- Melakukan survei Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Masyarakat 
(IPM) atas pelayanan publik Lembaga Komisi Yudusial. Jakarta, Oktober 2017. 

- Magang di Kementrian PPN/Bappenas. Jakarta, Agustus 2018. 
- Melakukan survei Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) terhadap Lembaga Komisi 
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- Magang di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 
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